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perempuan, sesuai dengan ajaran agama Islam.
Sedangkan pada Hukum Perdata, pembagiannya
menurut individu dan tidak menyebutkan jenis
kelamin dan tiap individu dihitung sama.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan 1:

Informasi tentang proksi dikumpulkan dan
dicocokkan dengan peraturan yang berlaku,
kemudian dibuat tingkatannya mulai dari O
hingga 3.

Tingkat 0  : Proksi tidak ada atau tidak dapat
ditempatkan dalam Peraturan
PerUndang-Undangan yang berlaku;

Tingkat 1 : Peraturan PerUndang-Undangan sudah
9 ada dan mencakup proksi;

Tingkat2 : Peraturan PerUndang-Undangan
mencakup proksi;

Tingkat3 @ Peraturan di bawah Undang-Undang
mencakup proksi;

N/A : Proksi tidak dapat dipakai.
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Lahan adalah modal untuk pertanian, dapat
digunakan sebagai jaminan untuk mengakses
sumber pendanaan, memperluas pelayanan dan
dapat menjadi sumber penghasilan langsung,
jika disewakan atau dijual. Hal ini juga mengakui
bahwa kepemilikan lahan oleh perempuan adalah
hak yang menentukan dalam pengentasan
kemiskinan, ketahanan pangan dan mencapai
tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Kepemilikan lahan oleh perempuan juga
merupakan hak asasi.

Cara mengukurnya adalah dengan menguji
peraturan tersebut dengan 6 proksi yang berasal
dari hukum internasional yaitu:

Proxy A Gabungan pendaftaran tanah antara yang
wajib atau yang didorong melalui insentif
ekonomi.

Proxy B Keharusan adanya persetujuan suami dan
istri untuk transaksi tanah

Proxy C Hak waris yang setara untuk perempuan
dan anak perempuan

Proxy D Alokasi anggaran untuk meningkatkan
kepemilikan dan kendali perempuan atas
tanah

Proxy E Perlindungan hukum yang mengakui hak
perempuan atas tanah adat

Proxy F Kuota perempuan dalam lembaga
pertanahan

Untuk hukum waris, yang tersedia adalah Hukum
Waris Agama Islam (Kompilasi Hukum Islam)
untuk yang beragama Islam dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata untuk yang beragama
lainnya. Pada Hukum Waris Agama Islam telah ada
pembagian per ahli waris termasuk laki-laki dan




